
BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakanketentuan dalam Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang
Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun
Anggaran 2020,maka perlu mengatur Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan
Kelurahan Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020, dengan
Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Reublik
Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor  4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2020(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 220);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 8/PMK.07/2020
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum
Tambahan Tahun Anggaran 2020(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor
11);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor
16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang
Nomor 90);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2020 Nomor 9);
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16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Kecamatan(Berita Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG PENETAPAN DANA
ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lumajang ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta PerangkatDaerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Kecamatan atau disebut dengan nama lain adalah

bagianwilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh
Camat.

5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan
sebagaiperangkat Kecamatan.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yangselanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangantahunan daerah
yang ditetapkan dengan  PeraturanDaerah.

7. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah
dana yang dialokasikan dalam AnggaranPendapatan dan
Belanja Negara kepada daerah dengantujuan pemerataan
kemampuan keuangan antardaerahuntuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangkapelaksanaan desentralisasi.

8. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan yang
selanjutnyadisebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan
Kelurahan adalah dukungan pendanaanbagi Kelurahan di
kabupaten yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara untuk kegiatanpembangunan sarana dan
prasarana kelurahan dankegiatan pemberdayaan masyarakat
kelurahan.

BAB II
JUMLAH DAU TAMBAHAN

BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 2

(1) Tahun Anggaran 2020, Pagu alokasi DAUTambahan
dianggarkan dalam APBD Kabupaten Lumajangsebesar
Rp2.562.000.000,00 (dua miliar lima ratus enam puluh dua
juta rupiah)

(2) Besaranpagu alokasi DAU Tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)merujuk pada Lampiran Peraturan
Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
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BAB III
RINCIAN PEMBAGIAN DAU TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 3

(1) DAU TambahanBantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2 ayat (1)untuk setiap Kelurahan di
Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020dialokasikan
secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. alokasi dasar; dan
b. alokasi formula.

(2) Rincian AlokasiDAU TambahanBantuan Pendanaan
Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN

BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 4
(1) Alokasi dasar setiap kelurahan sebagaimana dimaksud pada

Pasal 3ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar
dibagi jumlah kelurahan.

(2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
90% (sembilan puluh persen) dari pagu total DAU
Tambahan.

Pasal 5

(1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3ayat (1)
huruf b dialokasikan berdasarkan kebutuhan dan/atau
kinerja kelurahan dan dihitung berdasarkan data jumlah
penduduk, jumlah penduduk miskin, dan luas wilayah
kelurahanyang bersumber dari SKPD yang berwenang
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang statistik.

(2) Perhitungan alokasi formula sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diformulasikan sebesar 10% (sepuluh persen)dari
pagu total DAU Tambahan.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan
formula sebagai berikut:

W = [(0,60 x Z1) + (0,20 x Z2) + (0,20 x Z3)] x AF

Keterangan:
W = Alokasi DAU Tambahan setiap Kelurahan yang dihitung

berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin,
dan luas wilayah setiap kelurahan
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PARAF KOORDINASI
Jabatan Paraf Tanggal

Sekda

Asisten

Kabag Adm. Pemerintahan

Kabag. Hukum

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap kelurahan terhadap total
penduduk kelurahan se kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap kelurahan terhadap
total penduduk miskin kelurahan se kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah kelurahan setiap kelurahan terhadap
total luas wilayah kelurahan se kabupaten

AF = pagu Alokasi Formula DAU TambahanBantuan Pendanaan
Kelurahan

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran DAU
Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahansebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dalamAPBD untuk
pembangunan sarana dan prasaranakelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dimasukan ke dalam anggaran kecamatan pada
bagiananggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai
denganketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal  9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 27 Maret 2020

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal30 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN 2020 NOMOR 15



6

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 15 TAHUN 2020
TENTANG : PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM

TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN ALOKASI DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO KECAMATAN KELURAHAN ALOKASI DASAR
(Rp)

ALOKASI FORMULA
(Rp)

PAGU DAU TAMBAHAN
PER-KELURAHAN

(Rp)

1 LUMAJANG CITRODIWANGSAN 329.400.000,00 44.812.000,00 374.212.000,00
2 LUMAJANG DITOTRUNAN 329.400.000,00 28.152.000,00 357.552.000,00
3 LUMAJANG JOGOTRUNAN 329.400.000,00 35.818.000,00 365.218.000,00
4 LUMAJANG JOGOYUDAN 329.400.000,00 27.411.000,00 356.811.000,00
5 LUMAJANG TOMPOKERSAN 329.400.000,00 56.182.000,00 385.582.000,00
6 LUMAJANG ROGOTRUNAN 329.400.000,00 36.964.000,00 366.364.000,00
7 LUMAJANG KEPUHARJO 329.400.000,00 26.861.000,00 356.261.000,00

JUMLAH 2.562.000.000,00

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ,M.ML.


